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Qgerjuangan di konperensi tersebut. Akhimya PDI me-
mutuskan ikut ambil bagian dalam konperensi dengan
syarat para utusan dalam keadaan bagaimanapun terikat
pada mandat yang diberikan PDI. Sebagai utusan adalah |
H.A. Koroh, LH. Doko dan Th. OEmatan. Adapun man-/
dat yang diberikan adalah bermusyawarah dengan wakil
Pemerintah Belanda tentang Hak untuk menentukan na-
sib sendiri bagi bangsa Indonesia sekarang juga dan berju-
ang agar keresidenan Timor dan daerah takluknya diga-
bungkan dengan Bali, Lombok dan pulau-pulau Selatan
Daya menjadi daerah otonom dalam lingkungan Republik
Indonesia. 1

Namun dalam konperensi apa yang telah diperjuang-
kan PDI tetap ditolak. Di Malino:utusan PDI berhasil me-
ngetahui lebih jelas perjuangan di Jawa dari para wartawan
seperti Sudjatmoko, Rinto Alwi, Rosihan Anwar dan W.
Latumeten. Dengan demikian pendirian PDI semakin
mantab. Sementara utusan Timor berada di konperensi
Malino, Lima Serangkai di Kupang mengirim surat kawat
atas nama Rakyat Timor untuk membatalkan pidato utus-
an Timor di Malino. Ketika utusan PDI dalam perjalan-
an pulang, residen keresidenan Timor dan daerah takluk-
nya mengadakan suatu rapat dengan raja-raja seluruh af-
deling Timor dan pulau-pulaunya. Rapat diadakan di SoE
antara bulan-bulan Agustus — September 1946 dengan
tujuan memprotes suara utusan di Konperensi Malino.
Kebetulan H.A. Koroh telah tiba di Kupang sehingga
dapat menghadiri rapat. Raja Koroh mendapat dukungan
dari semua raja-raja yang hadir, sehingga gagallah maksud
Belanda.

Dalam sebuah sidang yang diadakan di Kefamenanu
pada tanggal 21 Oktober 1946 H.A. Karoh terpilih se-
bagai ketua gabungan kerajaan-kerajaan Afdeeling Timor
dan pulaunya dengan A. Nismoni sebagai ketua Muda. Da-
lam sidang tersebut dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat
gabungan kerajaan-kerajaan. Diangkatlah 23 orang se-
bagai wakil dari 20 swapraja. (Ch. Kana, 1969, hal. 75),
untuk mewakili golongan penduduk asing sebagai anggota
dewan diangkat Ds. A. Rotti, L.W.C. Klumperkeek dan
Lie Su Sin.



Di Sumba gabungan kerajaan terbentuk pada tanggal
26 Nopember 1946 yang terdiri dari 16 swapraja sebagai
anggota federasi. Sebagai pemerintahan tertinggi adalah
Dewan Raja-raja dan sebagai pelaksana pemerintahan di
bentuk Dewan Harian. Dewan Raja-raja yang terdiri dari
lima orang kemudian diciutkan menjadi tiga orang yakni
OE T. Mbili L. Kalumbang dan OE T. Marisi.

Pada waktu diadakan Muktamar/Konperensi Denpasar
dari tanggal 18 sampai 24 Desember 1946 wakil-wakil dari
daerah-daerah hadir; untuk wakil dari Timor adalah G. -
Manek, [.H. Doko dan Y S. Amalo. Dari hasil Konperensi
Denpasar pada 24 Desember 1946 berdirilah Negara Indo-
nesia Timur (NIT) yang terdiri dari 14 daerah termasuk
tiga daerah di NTT yakni Sumba, Flores dan Timor.

Setelah NIT terbentuk maka pada tahun 1947 dikeluar-
kan perintah agar membebaskan pegawai Pemerintah Be-
landa dari tugasnya di scluruh wilayah. Residen dan asis-
ten residen masih dapat dijadikan penasehat pemerintahan
setempat. Pada tanggal 23 Maret 1947 Lima Serangkai me-
ngadakan suatu rapat reksasa yang didukung KNIL dan
Pamong Praja mengatakan kesetiaan pada Pemerintah Be-
landa.

RVD (Regerings Voorlichtings Dients) yang merupa-
kan alat terompetnya NICA oleh Kementerian Penerangan ),
direncanakan diganti dergan jawatan Penerangan NIT.
Untuk keresidenan Timor akan dibuka pula cabangnya.

Residen C.W. Schuller mencalonkan Macare dari Lima
Serangkai sebagai kepala cabang di Kupang. Calon ini di-
tolak oleh Kementerian Penerangan NIT, dan sebagai calon
yang disetujui adalah E.R. Here Wila. ‘

Pada bulan Desember 1947 Kabinet NIT Nadjamudir .
bubar dan diganti kabinet Anak Agung. Dalam kabinet itu
duduk I.H. Doko sebagai Menteri Muda Penerangan. Lima
Serangkai mengajukan protes atas duduknya I.H. Doko.
Tetapi protes ini tidak membawa hasil. Pada bulan Pebru-
ari 1948 Kantor Cabang Jawatan Penerangan dibuka di
Kupang dengan E.R. Here Wila sebagai Ketua. Sudah ba-
rang tentu Belanda dan Lima Serangkai merasa terpukul
karena E R. Here Wila adalah orang pergerakan. Oleh ka-
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rena itu residen Schuller berusaha menjabat tugas-tugas-
nya. Namun usaha mereka kurang membawa hasil. Se-
hingga kantor penerangan selain menjadi terompetnya

" NIT dapat dipergunakan untuk perjuangan untuk kepen-

tingan Republik Indonesia.

Pada tanggal 23 Desember 1948 diadakan rapat di Air-
nona, Kupang. Dalam rapat ini berbicara Ketua Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah yakni Th. Mesakh dan Kepala
cabang Kantor Penerangan E.R. Here Wila. Dalam rapat ini
dibeberkan tentang kelicikan Belanda dalam agresi ke-II,
dan mencela agresi militer Belanda. Pada hal Asisten Resi-
den Spijkers telah memberi nota atas nama Residen agar
dalam rapat tersebut dinyatakan NIT setuju/membenar-
kan tindakan militer Belanda. Akhirnya Pemerintah Be-

¢~ landa menangkap A.M. Salia, M. Iljas, M.A. Kiah, S.M.

Djawas dan H.A. Alhabsji atas tuduhan palsu. Rumah raja
Koroh digeledah: dengan tuduhan menyembunyikan sen-
jata. Belanda merencanakan penangkapan besar-besaran
golongan anti Belanda dan pro Republik. Berkat siasat
beberapa pemimpin nasional, berhasil digagalkan.

Pada tanggal 29 September 1949 dilakukan penyerah-
an seluruh kekuasaan Asisten Residen serta sebagian ke-
kuasaan Residen kepada Kepala Daerah Timor dan kepulau-
annya yakni H.A. Koroh. Penyerahan ini dilakukan juga
di daerah lainnya di Sumba dan Flores.

Kepala daerah Timor dan kepulauannya mulai men-
jalankan kekuasaan terhitung 1 Oktober 1949 sehingga
mulailah berakhirnya kekuasaan Belanda. Pada bulan Ok-
tober dan Nopember 1949 diadakan pemilihan Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Timor yang terdiri dari 35 orang
dengan E.R. Here Wila sebagai ketua dan Th. Mesakh se-
bagai wakil ketua.

Sesudah Pengakuan Kedaulatan

Sesudah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember
1949, timbullah ketegangan. Terutama dari anggota tenta-
ra yang berasal dari Jawa. Mereka tidak dapat menentukan
kedudukannya, ikut Belanda ataupun Indonesia. Ketegang-
an ini semakin meningkat ketika tanggal 25 April 1950



Republik Maluku Selatan memprcklamasikan diri.

Di tengah-tengah ketegangan itu tibalah di Kupang
dari Makasar anggota' .2ntara Nasional Indonesia (TNI)
Kapten Andi Yusuf selaku peninjau keadaan di Timor.
Kapten Andi Yusuf dengan bantuan jawatan penerangan
telah berhasil meninjau daerah sampai ke perbatasan Ti-
mor Timur. Salah satu hasil nyata peninjauan, beberapa
anggota KNIL di bawah pimpinan Onder Luitenant
Y.D. Faahtelah bersedia meleburkan diri dalam TNI.

Persatuan unilateral dan federalisme menjadi hangat
dibicarakan. Pemerintah Daerah Timor telah melakukan
sidang tanggal 10 Mei 1950 yang telah menghasilkan reso-
lusi. Adapun resolusi itu adalah agar pemerintah Repu-
blik Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Timur dihapus-
kan dan dilebur menjadi Republik Indonesia. Daerah Ti-
mor dan kepulauannya agar dijadikan bagian dari Republik
Indonesia. .

Pada pertengahan Mei 1930 tiba di Kupang tiga orang
anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
(APRIS) di bawah pimpinan Kapten C. Kodiowa, seorang
perwira teritorial, sebagai pelopor bagi batalyon APRIS
yang akan datang ke Kupang.

Muncul propaganda untuk memfitnah APRIS, tetapi
akhirnya berhasil dijernihkan. Pada tanggal 25 Mei 1950
tiba di Kupang dua kapal yang mengangkut Batalyon
Siliwangi dengan komandannya Mayor Soekendro dan
Batalyon 17 dengan komandan Mayor Abdullah. Kedua
batalyon ini berada di bawah pimpinan Overste Kosasih.

. Suasana masyarakat sejek pendaratan APRi> ber-
tambah hangat adanya golongan pro dan kontra. Pada 14
Juli 1950 diadakan rapat antara Perdana Menteri NIT
Ir. Putuhena, Menteri Dalam Negeri Lanto Daeng Pasewa
dengan pimpinan APRIS di Timor beserta pimpinan ber-
bagai organisasi. Sidang itu bertujuan membicarakan pe-
laksanaan UU NIT tanggal 15 Juni 1950 No. 44 tentang
pendemokrasian pemerintah (Ch. Kana, 1969, hal. 93).
Akhirnya dibentuk panitia yang bertugas menyelesai-
kan persoalan pelaksanaan Undang-undang No. 44. Hasil
panitia telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
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3.

tanggal 5 Agustus 1950. Pada 14 Agustus telah diputuskan
melepaskan anggota DPR Daerah yang diangkat dan bu-
kan pilihan, menambah anggota baru dan wakil organisasi/
partai, menetapkan lima orang anggota Dewan Pemerin-
tahan  Daerah, termasuk Kepala Daerah dan
Ketua Dewan Pemerintah Daerah. Empat anggota Dewan
Pemerintahan Daerah Timor yakni R. Lubis, Th. Mesakh,
G. Manok dan St. Ndun, H.A. Koroh tetap sebagai Kepala
Daerah Timor, tetapi kemudian karena H.A. Koroh meno-
lak Y.S. Amalo dan CD. Yohanes dicalonkan sebagai
pengganti. Pada waktu itu ditetapkan pula pembubaran
Dewan Raja-raja dan penglepasan kerja paksa adat.

Dengan demikian mulailah pase baru dengan hapus-
nya Dewan Raja-raja. Pada Mei 1951 Menteri Dalam Negeri
NIT mengangkat Y.S. Amalo menjadi Kepala Daerah Ti-
mor dan kepulauannya menggantikan H.A. Koroh yang
wafat tanggal 30 Maret 1951. Pada waktu itu daerah Nusa
Tenggara Timur adalah termasuk wilayah Propinsi Sunda
Kecil.

Terbentuknya Pemerintahan Daerah Tingkat-I NTT

‘Terbentuknya Daerah Tingkat-I Nusa Tenggara Timur
erat hubungannya dengan terbentuknya Daerah Tingkat-I
Bali dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan atas keinginan
serta hasrat dari rakyat Daerah Nusa Tenggara, dalam ben-
tuk resolusi, mosi, pernyataan dan delegasi-delegasi kepada
Pemerintah Pusat dan Panitya Pembagian Daerah yang di-
bentuk dengan Keputusan Presiden No. 202/1956 perihal
Nusa Tenggara, Pemerintah berpendapat sudah tiba saat-
nya untuk membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara ter-
maksud dalam Peraturan Pemerintah RIS No. 21 tahun
1950. (Lembaran Negara RIS tahun 1950 No. 59), menjadi
tiga daerah Tingkat I dimaksud oleh Undang-undang No. 1
tahun 1957.

Akhimya berdasarkan Undang-undang No. 64 tahun
1958 propinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi Daerah
Swatantra Tingkat-I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Inventarisasi Land use, 1967, hal. 2).
Daerah Tingkat-I Nusa Tenggara Timur meliputi daerah
Flores, Sumba dan Timor.



Berdasarkan Undang-undang No. 69/1958 tentang pem-

bentukan Daerah-daerah Tingkat-Il dalam wilayah daerah
Tingkat-I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur, maka dacrah swatantra Tingkat-II (Monografi NTT,
1975, hal. 297). Adapun daerah swatantra tingkat-I1 yang
ada di Nusa Tenggara Timur adalah :

a.

Dacrah swatantra tingkat-Il Sumba Barat di pulau
Sumba, dahulu wilayah Kepala Pemerintahan setempat
(KPS), yang meliputi 9 swapraja ialah: swapraja Laura,
Waijewa, Kodi, Lauli, Menboro, Umbu Ratu-Nggai,
Amakalang, Wanokaka dan Lamboya.

Dacrah Swatantra Tingkat-Il Sumba Timur di Pulau
Sumba, dahulu wilayah KPS., meliputi 7 swapraja yak-
ni swapraja Lewa, Kambera, Tabundung, Melolo,
Rendi Manggili, Waijilu dan Masu Karera.

Daerah Swatrantra Tingkat-I11 Manggari di pulau Flores,
dahulu wilayah KPS meliputi scbuah swapraja yakni
swapraja Manggarai.

Dacrah swatantra Tingkat-II Ngada di pulau Flores,
yvang meliputi tiga swapraja yakni swapraja Ngada,
Riung dan Nage-Kco.

Daerah swatantra Tingkat-Il Ende di pulau Flores,
yang meliputi dva swapraja yakni swapraja Ende dan
Lio.

Dacrah swatantra Tingkat-II Sikka di pulau Flores me-
liputi swapraja Sikka.

Daerah swatantra tingkat 1l Flores Timur di pulau Flo-
res meliputi dua swapraja yakni swapraja Larantuka
dan Adonara.

Daerah swatantra tingkat II Alor di pulau Alor dan
Pantar meliputi tujuh swapraja Alor, Kui, Kolana, Batu
lolong, Barnusa, Pantar, Matahari Naik dan Pureman.

Daerah swatantra tingkat Il Kupang yang meliputi be-
kas wilayah KPS Kupang dan Rote/Sawu. Daerah ting-
kat-Il ini meliputi enam swapraja yakni swapraja Ama-
rasi, Kupang, Fatualeu, Amfoang, Rote dan Sawu.
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j.  Daerah swatantra tingkat II Timor Tengah Selatan di

pulau Timor terdiri dari tiga swapraja yakni swapraja
Mollo, Amanuban dan Amanatun.

k. Daerah swatantra tingkat-Il Timor Tengah Utara di

pulau Timor yang meliputi tiga swapraja yakni Insana,
Biboki dan Miomafo.

Daerah swatantra tingkat II Belu di pulau Timor terdiri
dari tiga wilayah kesatuan adat yakni Malaka, Tasi-
fetto dan Lamaknen.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Daswati-I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28
Pebruari 1962 No. Pem. 66/1/2 yo tanggal 2 Juli 1962
No. Pem. 66/1/33 tentang pembentukan kecamatan di
Daerah Swatantra tingkat-l Nusa Tenggara Timur, maka
secara de facto mulai tanggal 1 Juli 1962 swapraja-swapraja
dihapuskan (Monografi NTT, -Ibid, hal. 306). Sedangkan
secara de jure baru mulai tanggal 1 September 1965 de-
ngan berlakunya Undang-undang No. 18 tahun 1965 ten-
tang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Pada saat itu juga sebutan Daerah swatantra Tingkat-I
(Nusa Tenggara Timur) dirobah menjadi Propinsi (Nusa
Tenggara Timur), sedangkan Daerah Swatantra tingkat-II
dirobah menjadi kabupaten.

Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Dae-
rah Gotong royong dan Kepala Daerah dalam pelaksanaan
tugas Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu olch
para anggota. Badan Pemerintah Harian. Di samping ter
bentuknya pemerintahan Tingkat Propinsi dan Kabupa-
ten.

Dalam pembentukan kecamatan-kecamatan di Propin-
si Nusa Tenggara Timur, berdasarkan kesatuan adminis-
tratip. Adapun kemungkinan-kemungkinan yang ada ada-
lah :

a. Wilayah bekas suatu swapraja dijadikan suatu kecamat-
an.

b. Wilayah bekas beberapa swapraja menjadi sebuah keca-
matan.



c. Wilayah bekas suatu swapraja dijadikan lebih dari satu
kecamatan.

Adapun kemungkinan-kemungkinan tersebut didasar-
kan atas kesatuan adat, luas wilayah dan jumlah penduduk.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat-I Nusa Tenggara Timur di Kupang, tanggal 20 Juli
1963 No. 66/1032 mengenai pembentukan kecamatan,
maka Nusa Tenggara timur dengan 12 daerah tingkat-II di
bagi menjadi 90 buah kecamatan. Yang kemudiankecamat-
an di Nusa Tenggara Timur menjadi 97 buah.

Di wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur semula ter-
dapat 4555 buah desa tradisional yakni desa yang bersifat
kesatuan genealogis yang kemudian di ubah menjadi desa
gaya baru. Jumlah desa sekarang terdapat 1.720 buah desa.

B. KEHIDUPAN PENDIDIKAN DAN SENI BUDAYA
1. Perkembangan Pendidikan

Keadaan pendidikan scsudah terbentuknya propinsi
NTT perkembangannya lebih menonjol. Hal ini di samping
karena adanya perhatian pcmerintah yang semakin besar
terhadap pendidikan juga hasrat masyarakat untuk me-
nikmati pendidikan lebih besar,

Pendidikan sejak taman kanak-kanak sampai perguruan
tinggi telah terwujud. Pada tahun 1962 telah berdiri se-
buah Universitas Negeri di NTT yakni Universitas Negeri
Nusa Cendana yang berkedudukan di Kupang dan mempu-
nyai cabang di Ende Flores.

Adapun keadaan pendidikan di NTT pada tahun 1975
terdapat 2840 buah sekolah yakni TK 84 buah, dengan
murid 4.636 buah dan guru tetap 116 orang, SD ada 2.351
buah dengan murid 2.66.228, guru tetap 11.495 dan
jumlah lulusan 28.969. SMP ada 202 buah dengan murid
30.241, guru tetap 884 orang dan lulusan 5.814, SMEP
adalah 62 buah dengan murid 5.568, guru tetap 302 orang,
lulusan 1.146. ST ada 17 buah dengan murid 3.174, guru
tetap 102, lulusan 568 orang, SKKP ada 14 buah dengan
murid 1.396, guru tetap 79 orang dan lulusan 258 orang.
KPA ada 7 buah dengan murid 381 orang dan lulusan 140
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orang. SMA/SMPP ada 40 buah dengan murid 6.494 orang,
guru tetap 246 dan lulusan 1.217, SMEA ada 20 buah
dengan murid 3.284 dengan guru tetap 92 orang, lulusan
1.081 orang, STM enam buah dengan murid 1.856 orang,
guru tetap 44 orang dan lulusan 287 orang, SKKA ada
3 buah dengan murid 423 orang, guru tetap 17 orang dan
lulusan 116 orang. KPAA ada 11 buah dengan murid
931 orang, dan lulusan 323 orang. SPG ada 18 buah de-
ngan murid 4.692, guru tetap 119 orang dan lulusan
1.435 orang. SMOA ada sebuah dengan murid 140 orang,
guru tetap lima dan lulusan 245 orang, guru tetap | orang,
lulusan 153 orang (Program pembinaan Fak. Keguruan
Undana, 1976, hal. 6).

Di samping itu di NTT terdapat sebuah universitas
Negeri yakni Universitas Nusa Cendana yang memiliki lima
fakultas yakni Fakultas Keguruan, Fakultas Ilmu Pendidik-
an, Fakultas Peternakan, Fakultas Ketatanegaraan dan Fa-
kultas Hukum, dengan cabang Fakultas Keguruan, Fakul-
tas Ilmu Pendidikan dan Hukum di Ende Flores.

Akademi ada empat buah yakni Akademi Tehnik,
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Kupang, Sekolah
Tinggi Filsafat Teologi di Ledalero Maumere Flores dan
Akademi Theologia di Kupang.

Perkembangan Seni Budaya

Perkembangan seni budaya pada masa sesudah kemer-
dekaan mengalami perkembangan yang baik. Seni budaya
tradisional masih tetap berlangsung bahkan mendapat sa-
luran tidak saja pada kehidupan tradisional yang ada hu-
bungannya dengan upacara adat dan pesta iradisional,
tetapi juga pada masa upacara hari besar Nasional.

Di ‘bidang tari muncul jenisjenis tarian baru yang
bersumber pada seni tradisional. Di antaranya tarian
roka tenda, tari cerana dan jenis tari-tarian baru yang

lain yang di samping bersumber pada seni tradisional
juga pengaruh dari luar.

Di bidang seni suara maka seni suara tradisional dengan
lagu-lagu dan alat-alat musik yang telah lama dikenal
dengan gong, tambur dan lain-lain, muncul pula lagu-lagu



tradisional yang dipermodern dengan diaransir kembali,
ditulis dan diberi notasi dan dinyanyikan dengan iringan
band. Dalam hal ini peranan tokoh-tokoh seni tari, musik
dan suara serta RRI Kupang sangat penting. RRI Kupang
tiap tahun mengadakan lomba lagu-lagu tradisional.

Dalam seni ikat berkembang pula karena hasil-hasil
ikat tidak lagi hanya untuk kepentingan penduduk, tetapi
juga dijual sebagai barang suvenir dan koleksi.

Pada masa ini di samping motif-motif tradisional mun-
cul juga motif-motif baru seperti motif garuda, motif
tulisan-tulisan atau huruf. Dalam masa perkembangan ini
ternyata makin banyak dipakai benang-benang toko dan
warna wantek mendesak benang pintalan asli dan warna
dari tumbuh-tumbuhan.

C. ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN
1. Perkembangan Agama

Perkembangan agama pada masa sesudah kemerdeka-
an mengalami kemajuan yang pesat baik ditinjau dari se-
jumlah penganut maupun dari segi pelayanan. Pada tahun
1967 jumlah pemeluk agama Katolik di NTT ada 940.429
orang atau 43% dari jumlah penduduk NTT. Pemeluk
agama Kristen ada 633.729 orang atau 31% dari jumlah
penduduk agama Islam 250.762 orang atau 11% jumlah
penduduk. Sedangkan agama lain 367.087 orang atau 15%
dari jumlah penduduk (Lampiran Inventarisasi Land use
NTT, 1967, hal. 50). Yang termasuk dalam kelompok lain-
lain ini terutama adalah penganut kepercayaan asli, Hindu
dan Budha. Penganut-penganut asli yang masih kuat yakni
di Sumba.

Bila ditinjau dari segi bangunan keagamaan maka pada
tahun 1967 terdapat 1.438 gereja Katolik, 1.335 buah
gereja Protestan dan 379 buah mesjid. Berdasarkan sta-
tistik tahun 1972 suatu jumlah penganut agama di NTT
adalah sebagai berikut: pemeluk agama Katolik 1.118
334 orang atau 48% dari jumlah penduduk, agama Pro-
testan pemeluknya 667.869 orang atau-25% dari jumlah
penduduk, pemeluk agama Islam 242.251 orang atau 10%
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dari jumlah penduduk, sedang pemeluk agama asli dan
laindain sebanyak 268.618 orang atau + 14% (Laporan Pe-
nelitian Dep. Agama NTT, 1973, hal. 16).

Di bidang: pengorganisasian masa sesudah tahun 1945
mengalami kemajuan pula secara berturut-turut. Dalam
agama Katolik pada tahun 1951 telah berdiri Vikariat Apos-
tolik Larantuka dan Vikariat Apostolik Ruteng di Flores.
Pada tahun 1959 berdiri Prefektur Apostolik Weetabula
di Sumba. Sedangkan pada tahun 1961 berdirilah Hierar-
ki kegerejaan di Indonesia di mana Nusa Tenggara men-
jadi sebuah Propinsi Gerejawi dengan keuskupan Agung di
Ende, dan keuskupan-keuskupan Larantuka, Ruteng di P.
Flores, Atambua di Timor, Denpasar di Bali dan Prefektur
Apostolik Weetabula di Sumba, dari keuskupan Kupang
dan pada tahun 1969 Prefektur Apostolik Weetabula men-
jadi Keuskupan sendiri (Sejarah Gereja Katolik Indonesia,
36, 1974, hal. 1094).

Dalam agama Protestan perkembangan organisasinya
adalah sebagai berikut : Di Timor pada tahun 1945 datang
seorang pendeta dari negeri Belanda Ds. E. Durkstra yang
meneruskan pekerjaan Ds. G.P. Locker dan Ds. [LH En-
kelaar ygng“ditinggalkan karena meletusnya perang dunia.
Ds. E. Durksfra memulai tugasnya dengan menyusun satu

“komisi. i mempersiapkan suatu sinode yang berdiri

sendiri. Péda;;t‘ang_ga,k 31 Oktober 1947 di Gereja di Timor
memperoleh kedudukan sébagai gereja yang berdiri sendiri

.. dengan .nama Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) dalam
_lingkungan Gereja Protestan di Indonesia. Dan Ds. Durks-

tra, Predikant Voorzetter yang terakhir menjadi ketua Sino-
de GMIT yang pertama dan sekretaris Pendeta E. Tokoh.
Pada tahun 1948 GMIT menjadi anggota Dewan Gereja-gere-
ja se dunia. Pada waktu didirikan Dewan Gereja Gereja di
Indonesia padabulan Mei 1950, GMIT adalah salah satu dari
gereja anggotanya. Sinode GMIT yang pertama terdiri dari
enam klasis yakni Kupang, Camplong, SoE, Alor Pantar,
Rote dan Sabu. Di samping itu terdapat juga tiga jemaat
yangberdiri sendiri yakni Kota Kupang, Ende, Flores dan
Sumbawa (F. Cooley, 1976, hal 56-57).

Pada tahun 1972 telah terdapat 29 klasis dalam ling-



kungan GMIT. Sedangkan Gereja Kristen di Sumba meng-
alami perkembangan organisasi pula. Pada tanggal 15-17
Januari 1947 diadakan sinode dari gereja Kristen seluruh
Sumba di Payeti. Lalu pada tanggal 1 — 5 Juli 1947
diadakan sinode kedua. Pada waktu sinode kedua inilah di-
bentuk Sinode Gereja-gereja di Sumba dengan nama Gereja
Kristen Sumba (G.K.S.), GKS terdiri dari 7 klasis (M. Ka-
pita, 1962, hal. 15).

Dalam perkembangan agama Protestan, ternyata masuk
juga golongan-golongan gereja yang tidak mengikatkan diri
pada organisasi sinode yang ada seperti GMIT di Timor dan
GKS di Sumba. Golongan-golongan gereja tersebut adalah
gereja Kemah Injil, gereja Masehi Advent, hari ke-7, Gereja
Bethel, Gereja Bethel Injil sepenuh, Pantekosta (Pantekos-
ta Pusat Surabaya, Pantekosta Kupang dan Pantekosta di
Indonesia, Pantekosta Elim-Indonesia), Gereja Gerefor-
meerd,gereja Masehi, Musafir, Gereja Bebas, Bala Keselamat-
an, gereja Sidang Umat Allah dan Perkumpulan Siswa-
siswa Alkitab. Pada tahun 1975 jumlah penduduk ada 306
orang, guru Injil 1126, dengan gergja ada 315 buah dan
rumah ibadat 1680 (F.L. Colley, .

Dalam perkembangan aga
baikan-perbaikan organisasi. D
nisasi keagamaan Muhamma
merdekaan, pada tahun 1943
Timor (Permuti).

Dengan berkembangnya daerah Nusa é‘Tl,mur
menjadi sebuah Propinsi mempunyai pengaruh~juga. Di
mana di NTT terdapat Perwakilan Departemen Agama de-
ngan pusat di Kupang dan juga terdapat Kantor Agama
di Kabupaten. Dalam Departemen Agama ini terdapat bagi-
an-bagian yang berhubungan dengan pengurusan agama
Islam. Seperti Pengadilan Agama. Pendidikan Agama, Pe-
nerangan Agama, Urusan Agama. Di samping itu berkem-
bang juga lembaga-lembaga dalam lingkungan agama Islam
seperti PHBI (Panitia Hari Besar Islam), Majelis Ulama,
Badan Da’wah dan sebagainya.

&
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Kehidupan Intelektual.

Kehidupan intelektual di wilayah Nusa Tenggara Timur
mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan ini berhubung-
an crat dengan kemajuan pendidikan di Indonesia pada
umumnya dan NTT pada khususnya. Dengan terbentuknya
Propinsi NTT maka di NTT terdapat lembaga perguruan
tinggi yang merupakan inti kchidupan intelektual. Per-
guruan tinggi yang ada yakni Universitas Nusa Cendana,
Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero, Akademi Teologia, Aka-
demi Pemerintahan Dalam Negeri.

Di samping itu juga Kantor Wilayah Departemen yang
ada maupun kantor pemerintahan mengembangkan silat
pegawainya. Dan banyak mempergunakan tenaga-tenaga
sarjand.

Di NTT kehidupan intelektual nampak di kota-kota
terutama Kupang, Ende dan Maumerc dengan Ledalero.
NTT memiliki sebuah percetakan yang terkenal dan yang
banyak menunjang kehidupan intelektual yakni Percetak-
an Arnoldus Ende.

Suatu hal yang menggembirakan bahwa pada masa se-
sudah kemerdckaan telah banyak dilakukan kegiatan ilmi-
ah seperti penclitian-penelitian yang diadakan baik secara
perseorangan maupun lembaga, karya-karya tulis dan se-
minar-seminar yang dapat menunjang perkembangan dae-
rah.

Sekarang nampaknya terdapat kecenderungan muncul-
nya satu golongan yang agak baru dan mempunyai penga-
ruh dan peranan besar yakni golongan intelek. Golongan
ini tidak hanya terbatas di kota-kota saja tctapi juga sam-
pai ke pedalaman-pedalaman.

D. HUBUNGAN KE LUAR

L.

Bidang Agama

Hubungan ke luar dalam bidang agama mengalami per-
kembangan yang pesat. Dalam agama Katolik hubungan
keluar mempunyai pertalian erat dengan struktur kegereja-
an Katolik di mana Vatikan adalah sebagai pusat. Sejak
awal mula perkembangan agama Katolik tidak terlepas de-



ngan adanya -hubungan ke luar di mana para misionaris
yang bekerja mempunyai hubungan organisasi dengan luar
negeri.

Dengan terbentuknya hierarkhi kegerejaan di Indone-
sia tahun 1961 NTT merupakan salah satu Propinsi Gereja-
wi. Hubungan ke luar meliputi hal-hal yang berhubunggm
dengan kegerejaan misalnya pendidikan tenaga misionaris
di luar negeri, sidang-sidang kegerejaan dan juga hubungan
yang menyangkut usaha pembangunan yang ditangani
misi Katolik banyak ditunjang oleh adanya hubungan luar
negeri. Bantuan-bantuan tenaga, keuangan dan bahan-
bahan untuk kepentingan sekolah, rumah sakit, gereja
dan pertukangan serta percetakan sangat besar.

Namun dalam perkembangan kemudian NTT sebagai
salah satu propinsi Gerejawi mulai mendasarkan pada ke-
kuatan sendiri untuk kelancaran hubungan misi memiliki
armada kapal laut sendiri misalnya kapal Ratu Rosari,
Siti Nirmala, Stella Maris.

Hubungan di kalangan agama Kristen Protestan dengan
dunia luar juga semakin berkembang. Hubungan ini berupa
hubungan dengan gereja partner di luar negeri. Sebelum
tahun 1955 hubungan kerja sama GMIT dengan luar hanya
dengan Gereja Hervormd Belanda. Kemudian Gereja Me-
thodis dan Gereja Presbyterian di Australia. Mulai tahun
1955 dibuka pula hubungan dengan Gereja Mennointe di
Amerika Serikat. Pada tahun 1970 diperluas dengan Gereja
Kristus Kesatuan di A.S. (The United Church of Christ).
Pada tahun 1972 dengan gereja Presbyterian di Irlandia.
Kerja sama tersebut terbentuk bantuan tenaga, dana dan
fasilitas yang lain. (F.L. Cooley, Op.cit, hal. 306 — 307).

Di samping itu GMIT juga mempunyai hubungan de-
ngan badan Oikumenis se Dunia, di antaranya pada tahun
1948, telah berpartisipasi dalam Sidang Raya DGD. Pada
tahun 1959 menjadi anggota Konperensi Kristen Asia Ti-
mur (EACC) dan tahun 1964 meniadi anggota World’s
Miance of Reformmed Churches (W.A.R.C.), (F.L.
Cooley, Ibid).

Di samping itu terdapat pula proyek-proyek pemba-
ngunan ekonomi dari luar di antaranya Kamp Kerja Distinc-
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tion Indonesia yang merupakan kerjasama pemuda GMIT,
GKS dengan pemuda Gereja Methodist Australia pada ta-
hun 1971. Pada tahun-1972 melakukan kerja sama peneli-
tian dengan biaya Church World Service untuk survei
hidrologis.

Regional Development Center (RDC) wilayah NTT
mengadakan program pembangunan dengan ditunjang
DC-DGI dan CCPD dari Dewan Gereja se dunia.

Dalam agama Islam hubungan ke luar agak terbatas,
hubungan ke luar lebih banyak dilakukan antar Propinsi
di Indonesia dan banyak hal-hal yang dalam hubungan ini
berkaitan dengan Departemen Agama. Suatu hubungan ke-
luar yang tetap tiap tahun adalah suatu hubungan yang ber-
kenaan dengan ibadah Haji ke Mekah.

Bidang Seni-Budaya

Hubungan ke luar dalam seni budaya terutama berupa
misi-misi kesenian ke luar. Di antaranya pernah dilakukan
ke Australia dan dulu juga ke Timor Timur.

Suatu kegiatan yang dapat dikaitkan dengan hubungan
ke luar adalah adanya persinggahan kapal-kapal turis ke Sa-
bu yakni kapal Prinsendam. Pada waktu rombongan datang
diadakan pertunjukan-pertunjukan kesenian.

Di dalam hubungan antar Propinsi juga dilakukan misi
misi kesenian dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan nasi-
onal seperti kontes lagu-lagu pop, kegiatan Taman Mini,
koor dan sebagainya.

Bidang Ekonomi Sosial

Dalam hubungan Ekonomi sosial nampak dalam hu-
bungan ekspor cendana, ternak ke berbagai negara seperti
Hongkong, Singapura, A.S. dan lain-lain.

Dalam bidang kegiatan pembangunan terdapat pula
hubungan dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Misal-
nya Tim Kanada, P3 SA.

Team Kanada adalah menangani Studi Pengembangan
Regional Indonesia Bagian Timur, melalui Canadian In-
ternational Development Agency, sedang P3SA juga dari



Kanada dalam menangani Sumber-sumber Air di pulau Ti-
mor.

Bidang Pendidikan

Hubungan ke luar dalam bidang pendidikan untuk
lembaga-lembaga yang ditangani pemerintah banyak ter-
gantung dari pemerintah pusat. Dalam bidang pendidikan
luar negeri telah ada hubungan dengan A.S., Inggeris dan
Singapura.

Dalam hal hubungan kepemudaan NTT ikut berparti-
sipasi dalam program pertukaran pemuda dengan Kanada
dan program Pemuda Asean. Untuk lembaga-lembaga
swasta telah ada hubungan dengan Pilipina, Australia, Be-
landa, Amerika Serikat, Jerman, Italia. Dalam hal ini ter-
utama berupa bantuan tenaga untuk lembaga pendidikan
yang ada dan juga pendidikan lanjutan di luar negeri.

Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah terdapat hubungan
dengan Harvard University, Universiteit Leiden, A.D.C,
Vrij Universiteit, Universitas Kebangsaan Malaysia, Institut
Heidelberg di Jerman. Hubungan ini terutama dalam bi-
dang kegiatan penelitian, seminar dan bantuan informasi
serta penerbitan.

Bidang Komunikasi.
Hubungan komunikasi ke luar dari wilayah Nusa Teng-
gara Timur dilakukan dengan berbagai alat.

a. Hubungan Laut

Hubungan lewat laut baik yang menghubungkan
daerah-daerah di NTT maupun NTT dengan daerah
lainnya dilakukan dengan kapal. Kapal-kapal besar
mula-mula adalah kapal-kapal KPM yang menghubung-
kan daerah dengan beberapa daerah di NTT. Namun
hubungan ini sangat terbatas, hanya sekali sebulan atau
beberapa kali saja dalam sebulan. Daerah Nusa Teng-
gara Timur yang terdiri dari pulau-pulau yang banyak
sangat tergantung hubungan-hubungan ke luar dengan
jalan laut.sSebagian besar pelabuhan-pelabuhan yang
ada adalah pelabuhan alam sehingga kapal besar tidak
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dapat merapat. Di beberapa tempat seperti Ende,
Waingapu, Maumere dan Kupang memiliki dermaga.
Namun kemudian yang tetap berfungsi adalah dermaga
Kupang, Maumere. Kapal-kapal KMP ini kemudian di-
gantikan oleh kapal Pelni.

Mengingat kebutuhan yang meningkat dan daerah
daerah yang terpisah-pisah maka kemudian dibentuk
pula armada kapal perintis. Di samping kapal-kapal be-
sar, perahu-perahu layar adalah sangat besar terutama
dalam menghubungkan daerah terpencil dan daerah-
daerah luar. Hubungan ke luar negeri terutama dilaku-
kan oleh kapal-kapal yang membawa ekspor hasil
NTT ke luar.

Hubungan Udara

Hubungan udara antara NTT dengan daerah luar
semula hanya ditangani Garuda. Di NTT terdapat
pelabuhan udara di Maumere, Kupang, Waingapu.
Masa-masa sebelum tahun 70-an adalah masa yang su-
lit. Rute penerbangan hanya sekali seminggu, tetapi
juga tidak lancar.

Barulah sesudah tahun 70-an hubungan udara
lancar. Dinas penerbangan yang semula ditangani Ga-
ruda, kemudian disusul dinas-dinas lain yakni Mer-
pati Nusantara dan Zamrud.

Mengingat sulitnya hubungan antara daerah di NTT
baik lewat darat maupun laut, akhirnya dibentuk pe-
nerbangan perintis. Semula ditangani oleh zending
yakni MAF yang menghubungkan Kupang dengan
kota-kota di Flores, Sumba, Alor, Rote, Sabu. Kemu-
dian diikuti pesawat perintis Merpati Nusantara Air
Lines. Hampir tiap daerah kabupaten itu memiliki
lapangan terbang perintis. Juga pulau Sabu dan Rote.
Sehingga dengan demikian hubungan menjadi lancar.
Merpati mempunyai hubungan dinas udara dengan
Darwin melalui Kupang.

c. Hubungan Darat

Hubungan darat di NTT sejak jaman kemerdekaan



adalah sangat berat. Hal ini disebabkan karena rusak-
nya jalanjalan dan jembatan. Sehingga banyak daerah
sulit ditembus pada musim penghujan karena berlum-
pur. Jalan-jalan beraspal sangat kurang, terutama hanya
di sekitar kota kabupaten. Untuk daerah-daerah ter-
pencil kuda adalah merupakan alat penghubung yang
penting.

Sejak Pelita mulai terdapat perbaikan jalan dan
alat angkutan yang semula untuk transportasi jarak ja-
uh hanya jip§ip dan truk, akhirmya digantikan oleh
bemo-bemo dan colt-station.

Hubungan Telepon

Sejak kemerdekaan hubungan telepon antar daerah
hampir tidak berfungsi. Hal ini karena kondisi daerah
dan jaringan yang jelek. Hubungan telepon di daerah
hanya terbatas di dalam kota. Barulah pada masa Peli-
ta mulai ada perbaikan-perbaikan namun masih belum
memadai.

Hubungan Telegrap

Hubungan telegrap lebih baik dan terdapat hubung-
an teratur baik antara kota kabupaten maupun dengan
luar daerah NTT.

Radio

Di NTT sejak pada awal kemerdekaan terdapat se-
buah pemancar RRI di Kupang. Radio merupakan
alat komunikasi yang vital di NTT. Lebih-debih meng-
ingat sulitnya perhubungan darat, laut, serta telepon
ke daerah-daerah. Radio merupakan alat komunikasi
yang praktis sampai ke desa-desa.

Pada masa Pelita untuk memperbaiki jaringan per-
hubungan radio, di beberapa daerah kabupaten mem-
punyai pemancar sendiri. Untuk hubungan pemerin-
tahan telah diintroduksi SSB untuk hubungan antar
kabupaten dengan beberapa kecamatan.
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E. PENYELENGGARAAN HIDUP
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Kehidupan Sosial Ekonomi Pada Jaman Revolusi Fisik

Kehidupan sosial ekonomi pada masa revolusi
fisik: di NTT tidak banyak mengalami perubahan dari
pada masa sebelumnya. Penderitaan dan luka parah di
bidang sosial ekonomi sebagai akibat dari masa pen-
dudukan Jepang belum sempat diperbaiki. Hal ini di-
sebabkan adanya kemelut di bidang politik yang ber-
langsung akibat masuknya kembali pemerintahan ko-
lonial Belanda.

Dalam mata pencaharian hidup hampir tidak me-
ngalami perubahan. Rakyat tetap melaksanakan Kke-
hidupan secara tradisional, yang terutama meng-
gantungkan pada perladangan berpindah.

Di lingkungan kehidupan masyarakat, di samping
adanya golongan masyarakat yang terikat pada tata
susunan tradisional yakni golongan bangsawan, rak-
yat dan hamba, terdapat golongan terpelajar yang
pada umumnya adalah kaum pergerakan dan pegawai,
guru dan pendeta.

Kehidupan Sosial Ekonomi Pada Masa Sesudah Pengakuan
Kedaulatan

Dalam kéhidupan sosial ekonomi pada masa sesudah
kedaulatan nampak bahwa hampir tidak mengalami per-
ubahan. Hal ini adalah berkaitan dengan situasi di Indo-
nesia pada umumnya dan NTT pada khususnya yang pada
masa ini baru mulai berusaha berbenah diri sehingga belum
banyak hasil-hasil yang dapat dirasakan pengaruhnya da-
lam kehidupan sosial ekonomi.

Pada masa ini sangat terasa belum adanya usaha pem-
bangunan yang mantab. Hal ini juga erat hubungannya
karena kurangnya pengalaman pembiayaan dan tenaga
yang terlatih untuk pembangunan sosial ekonomi.

Kehidupan Sosial Ekonomi Sesudah Terbentuknya Daerah
Tingkat-I NTT.

a, Mata Pencaharian Penduduk.



Dalam sistem pencaharian penduduk bidang pertani-
an tetap merupakan sumber hidup yang terpenting di Nusa
Tenggara Timur. Berdasarkan sumber Biro Pusat Statistik
maka 79,1% mata pencaharian penduduk di Nusa Tenggara
Timur adalah petani. Sedang mata pencaharian-yang lain
yakni industri 6,5%, pegawai 6,9%, pedagang 1,27 oangun-
an 1,1% jasa 1% dan lain-lain 4 2%.

Bahwa kehidupan sebagai petani yang merupakan mata
pencaharian terbesar dari penduduk NTT sebagian besar
tergantung pada sistem pertanian di tanah kering yakni
perladangan berpindah-pindah. Dalam sistem ini terdapat
kebiasaan menebang hutan dan membakarnya dalam rang-
ka penyiapan tanah ladang. Alat-alat yang digunakan ada-
lah sangat sederhana yakni dua buah tongkat yang dirun-
cingkan yang disebut tugal (digging stick). Penggunaan
cangkul dan bajak dalam pengolahan tanah belum terse-
bar luas. Sebagai contoh di P. Timor sendiri 76% petani
masih mengusahakan perladangan berpindah. Hanya 24%
saja petani yang mengusahakan pertanian menetap yakni
terutama pertanian di sawah. Dalam pengolahan tanah
ternyata hanya 0,4% petani yang mengenal bajak (Respon
Petani terhadap usaha Pemakaian Tehnologi di Pedesaan
di P. Timor, 1976, hal. 77).

Pertanian di tanah kering maupun basah pada umum-
nya dilaksanakan hanya sekali dalam satu tahun. Jenis-
jenis tanaman yang diusahakan terutama padi huma, padi
sawah, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan.

Adapun luas tanah pertanian di NTT, sawah tehnis
5.500 ha, semi tehnis 11,475, sawah pengairan desa
46.125 ha dan tadah hujan 131.475 ha. (Team Survey
Pengairan Laporan No. 12/77/L/hal. 2 — 36).

Dengan adanya perladangan berpindah-pindah me-
nycbabkan adanya penggundulan dan tanah-tanah kritis.
Keadaan tersebut menyebabkan makin langkanya sumber
sumber pengairan. Sungai-sungai banyak yang hanya ber-
air pada musim hujan saja. Oleh karena itu juga peternak-
an di NTT merupakan salah satu scktor penting. Ternak
juga yang diusahakan terutama adalah sapi, kuda, kerbau,
babi, kambing, dan unggas. Daerah penggembalaan di NTT
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meliputi 46,8% dari luas wilayah yakni 2.335.006 ha.

Angka produksi pada tahun 1975 di NTT jagung
180.733 ton, padi 177.738 ton, ketela pohon 66.090 ton,
ubi jalar 23.495 ton, kacang tanah 4.099 ton, kacang hijau
6.544 ton, kacang kedele 200 ton dan kacang-kacangan
lainnya 3.580 ton (/bid, hal. 2.45). Sedangkan ternak yang
diusahakan pada tahun 1975 yakni sapi 365.456 ekor, ker-
bau 121.528 ekor, kuda 167.751 ekor, babi 565.032 ekor,
kambing 240.360 ekor dan domba 46.090 ekor.

Dalam mengusahakan ternak tersebut cara yang dijalan-
kan penduduk adalah sangat ekslusif ternak-ternak dilepas
begitu saja di padang. Hal ini sering menimbulkan pfoblem
pada pertanian. Oleh karena itu pemerintah daerah telah
mengintroduksi sistem pemeliharaan yang disebut paron.
Dalam sistem ini ternak diikat (dikandangkan) dan tidak di-
lepas di padang. Sistem ini terutama baru terbatas pada ter-
nak sapi saja. Di samping bertani dan beternak, juga dikenal
kehidupan penduduk sebagai nelayan. Namun mata penca-
harian ini tidak begitu menonjol bila dibandingkan dengan
bertani dan beternak selama 5 tahun (1971-1975) rata-rata
produksi ikan segar adalah 19.099 ton per tahun (/bid, hal.
2.48). Hutan di NTT, yang walaupun tidak begitu luas
yakni 1.257.533 ha, memberikan hasil berupa cendana,
kenari, asam dan kayu merah serta kulit kayu manis.
Di NTT dikenal juga tanaman perkebunan, namun ta-
naman perkebunan ini tidak diusahakan secara besar-
besaran, tetapi lebih bersifat perkebunan rakyat yang
kecil. Adapun pada tahun 1973 luas areal dan hasil dari
tanaman kelapa luas 53.397 ha, produksi 23.714 ton,
kopi 9.657 ha dengan produksi 3.511 ton, kapok 7.804
ha dengan produksi 1.360 ton, kapas 6.510 ha dengan
produksi 137 ton, kemiri 7.072 ha dengan produksi
2.450 ton, coklat 62 ha dengan produksi 9@ ton, cengkeh
208 ha dengan produksi 20 ton dan pinang 6.704 ha de-
ngan produksi 1.575 ton. (/bid, hal. 2.45). Atas dasar har-
ga tahun 1969 maka ternyata pendapatan per kapita regi-
onal Nusa Tenggara Timur pada tahun 1967 ada Rp.
9.033,45; pada tahun 1968 Rp. 9.603,80; pada tahun
1969 Rp. 10.951,39. (Pendapatan Regional NTT, 1967-



1971, hal. 15).

Sedangkan pendapatan regional tahun 1967 Rp. 19.
451,08 juta, tahun 1968 Rp. 20.995,28 juta, tahun 1969
Rp. 23.715,58 juta, tahun 1970 Rp. 26.250,9 juta, tahun
1971 Rp. 25.018,17 juta (/bid).

Bagi Nusa Tenggara Timur sektor pertanian adalah sa-
lah satu dari sebelas sektor yang memberikan sumbangan
yang besar bagi pembentukan pendapatan regional.
Atas dasar harga kontan tahun 1969 maka sektor tanaman
bahan makanan pada tahun 1971 merupakan 48.24%
dari pendapatan regional. Sedang tanaman perdagangan
(perkebunan) 6,99%, peternakan dan hasil-hasilnya 6,20%,
sektor perdagangan besar dan kecil memberikan 17,66%
dari pendapatan regional pada tahun 1971.

Kehidupan Sosial.

Kehidupan sosial sesudah terbentuknya Propinsi Nusa
Tenggara Timur nampak berkembang. Dengan terbentuk
nya Propinsi dan Kabupaten-kabupatennya, maka swapraja
swapraja dihapuskan. Hal ini memungkinkan pelepasan ke-
hidupan masyarakat pada sistem feodal.

Pelapisan-pelapisan masyarakat berdasarkan sistem
lama lambat laun telah semakin hilang sehingga tidak ada
lagi garis-garis pemisah golongan masyarakat. Sehingga per-
gaulan hidup masyarakat lebih bebas. Walaupun harus di-
akui bahwa norma adat istiadat masih dipatuhi dan banyak
bekas tokoh adat, raja tetap memimpin untuk menggerak-
kan masyarakat ke arah pembangunan.
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